
BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lapas Kelas III Alahan 

Panjang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pelaksanaan kedua program tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsi 

pembinaan dalam pemasyarakatan, dengan menyesuaikan karakteristik 

Lapas Kelas III Alahan Panjang yang memiliki keterbatasan 

sarana,prasarana dan Sumber daya Manusia. Program asimilasi dan 

edukasi dijalankan melalui pendekatan pembinaan nonformal dan 

kontekstual, serta melibatkan kerja sama terbatas dengan pihak 

eksternal.  

2. Masih adanya stigma negatif dari sebagian masyarakat juga berdampak 

pada terbatasnya penerimaan sosial terhadap warga binaan yang 

mengikuti program asimilasi.. Meskipun demikian, hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pihak Lapas Kelas III Alahan Panjang telah 

melakukan berbagai upaya penyesuaian, antara lain dengan menjalin 

kerja sama dengan pemerintah nagari serta tokoh masyarakat setempat. 

Upaya ini secara empiris membantu menjaga keberlangsungan program 

asimilasi, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar 

tujuan reintegrasi sosial dapat tercapai secara lebih optimal. 

 



B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Lapas Kelas III Alahan 

Panjang, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Keterbatasan jumlah petugas pembinaan berdampak pada kurang 

optimalnya pendampingan dan pengawasan warga binaan, maka 

disarankan agar pihak Lapas Kelas III Alahan Panjang melakukan 

penguatan peran petugas pembinaan. Penguatan ini dapat dilakukan 

melalui pembagian tugas yang lebih efektif serta peningkatan kapasitas 

petugas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selama 

pelaksanaan program asimilasi. Berkaitan dengan temuan adanya 

stigma negatif dari sebagian masyarakat yang menghambat penerimaan 

sosial warga binaan, disarankan agar pihak lapas meningkatkan 

intensitas kerja sama dan sosialisasi dengan masyarakat sekitar. 

Keterlibatan pemerintah nagari, tokoh adat, dan tokoh agama perlu 

diperkuat sebagai jembatan antara warga binaan dan masyarakat, 

sehingga pelaksanaan asimilasi tidak hanya diawasi secara 

administratif, tetapi juga didukung secara sosial. 

2. Kepada pemerintah dan instansi terkait di bidang pemasyarakatan untuk 

memberikan dukungan yang lebih konkret, terutama dalam bentuk 

penambahan sumber daya manusia dan anggaran pembinaan. Dukungan 

tersebut diperlukan agar pelaksanaan program asimilasi dapat berjalan 

sesuai dengan kondisi empiris di lapangan dan memberikan dampak 

nyata terhadap kesiapan warga binaan untuk kembali ke masyarakat 
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